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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan 
pelaksananya pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum belum memiliki sinkronisasi dan 
harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Di 
satu sisi, secara vertikal tidak adanya sinkronisasi dikarenakan 
antar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan 
Pancasila dan UUD 1945 tidak selaras. Di sisi lain, secara 
horisontal, di antara  pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak harmonis 
antara satu dengan yang lain. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum tidak dicantumkan asas musyawarah sebagai 
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salah satu asas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum yang bersumber dari Pancasila. Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
juga belum konsisten sebagai akibat ketidak konsistenan dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 3, 
Pasal 29 ayat (1) tidak harmonis dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat pemegang hak atas 
tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum belum memenuhi rasa keadilan yang 
diharapkan masyarakat dan prinsip kelayakan dalam pemberian 
ganti kerugian. Hal ini dikarenakan pengaturan peran serta 
masyarakat dalam berbagai perundang-undangan pengadaan tanah 
secara khusus kedua peraturan tersebut, tidak diakomodasi secara 
baik berdasarkan falsafah yuridis filosofis negara hukum Indonesia 
yaitu Pancasila, sehingga tidak mencerminkan penghormatan atas 
hak asasi manusia. Dalam hal ini hak milik atas tanah dan hak 
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memperoleh kesejahteraan. Nilai keadilan dan musyawarah yang 
berdasarkan Pancasila tidak diilhami secara mendalam dalam 
berbagai pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam 
penentuan bentuk dan besar ganti rugi. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang ingin 
disampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Agar suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat memiliki 
konsistensi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi 
serta harmonis antar sesama peraturan perundang-undangan 
sejenis, maka dalam penyusunan dan pembahasannya wajib 
memperhatikan dan mengilhami nilai-nilai yang ada dalam 
Pancasila khususnya nilai keadilan dan UUD 1945 sebagai dasar 
Yuridis Filosofis negara hukum indonesia dengan tidak 
mengesampingkan pertimbangan sosiologis empiris terkait 
perubahan dan perkembangan masyarakat. Penyusunan suatu 
peraturan perundang-undangan juga perlu melihat kesesuaiannya 
dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal. 
2. Kedepan perlu diadakan perubahan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan 
pelaksananya. Perubahan yang disarankan adalah mengenai 
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pengaturan peran masyarakat masyarakat dalam semua tahapan 
pengadaan tanah, baik dalam tahap perencanaan, persiapan maupun 
pelaksanaan pengadaan tanah. Peran serta masyarakat juga 
seharusnya mencakup kewenangan untuk ikut serta dalam 
penentuan penilai harga tanah, tata cara penilaian dan indikator 
penilaian harga tanah.   
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